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Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 44 ).

BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : .23 TAHUN 2007

.........

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan

Peraturan Bupati ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Stratejik
Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kuduys Tahun 2003
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pERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
pAERAH KABUPATEN KUDUS .

Pasal 1

palam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

|. Bupati adalah Bupati Kudus.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah Kabupaten Kudus.

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja

Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan
barang daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/masyarakat yang dikoordinasikan
oleh satuan kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan serta mempunyai alokasi
angggaran.

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(manusia, barang modal, peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan input untuk menghasilkan output
dalam bentuk barang/jasa).

9. Keluaran/output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program .

10. Hasil/out come adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Ui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya singkat APBD adalah
Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui DPRD.

Pasal 2

(1) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan
Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah memuat Rancangan Kerangka Ekonomi
Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
Partisipasi masyarakat.

(2) RKpp sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai pedoman bag;i :

4. Penyusunan RAPBD:;
b. Penyusunan Renja SKPD.
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Pasal 3
Satuan Kerja Perangkag Dac

. ncana era
_acrah melaksanakan program sesuai dengan Rencana K
perangkat Dacrah yang dituan

gkan dalam Renja SKpD |

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Dacrah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan
Kepala Bappeda dalam menyusun Renja SKpp.

Pasal 5

RKPD adalah sebagaimang lercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan serta
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memer

intahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan Penempatannya dalam Berita Daera

h Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 20 Me\ a0 X

BUPATI KUDUS,
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